MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 195 /PMK.010/2016

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI
PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGA_N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

'MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019, telah ditetapkan target Akses
Air Minum' Layak sebesar 100% (seratus persen) pada
Tahun 2019 sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan
kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum
Tertentu;. | | ,

b. bahwa dalam rangka upaya. perbaikan kondisi keuangan
Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam: huruf a, perlu dilakukan upaya
p_e.ningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian
piutang negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman
Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening
Pembangunan Daerah yang diterima Perusahaan Daerah

Air Minum Tertentu melalui upaya optimalisasi untuk

pengembalian dan/atau penghapusan piutang negara;
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c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang'—Undang_NomOr 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016,
telah tersedia pagu anggaran untuk subsidi Pajak
Penghasilan  ditanggung  oleh Pemerintah  atas
penghasilan "dari penghapusan secara mutlak piutang
negara nonpokok yang bersumber dari @ Penerusan
Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan
Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh
Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu,;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud 'dalam. huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Péndapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaraﬁ 2016
sebagaimaﬁa telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun '2016'tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah  atas
Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang
]jiterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun

Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
(Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-gara Tahun
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Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5907);

2. Peraturan Pelm'erint'ah- Nomor 14 Tahun 2005 tentang

‘Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran - Negara. Repubiik Indonesia Tahun 2005
- Nombor 3,:1,' Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah

dénga-rll Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4652);

3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Rincian ..Anggaraﬁ Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 153); , |
4. Peraturan Mente‘ri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010

-ten’téng . Mekanisme =~ Pelaksanaan dan
Pertanggﬁngjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah
(Berita Negafa Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
'632) sebagaimana telah diubah dengan ' Peraturan
Menteri - Keuangan Nomor 237/PMK.05/2011 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 898);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN ’MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK
PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA
YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016.
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Pasal 1

(1) . Penghasilan' yang diterima Perusahaan Daerah Air
Minum - Tertentu dari . penghapusan piutang negara
_merupakan objek Pajak Penghasilan dan terutang Pajak
Penghasilan sesuai ' dengan ketentuan. peraturan

. per‘u_nd‘ahg—lunda'ngan di bidaﬁg perpajakah.

(2) Perusahaan Daerah Air M'inurill Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan Daerah
Air Minum .yang telah mendapatkan penetapan dari
‘Menteri Keuangan untuk di_berikan penghapusan piutang
negara dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi
pembangunan infrastruktur/prasarana dasar yang
tertuang dalam Rencana Pé_mbangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana

~ tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan
bagiah ﬁd_ak_ter-pisahkan dari Peraturan Menteri ini. .

(3) - Piutang negara sebagaimana. dimaksud pada ayat (1)
mer.upak_én piutang negara nonpokok yang bersumber
dari- Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana
"Inv_estasi-, dan/ ata}i Rekening Pembangunan Daerah.

(4) Penghasilan . sebagaimana - dim.ﬁa-ksud_ pada ayat (1)
merupakan- penghasilan .yang ;diterima'atau diperoleh
.pada-' Tahun Pajak 2015 dan dilaporkan délam Surat
Pembefitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang
disampaikan pada tahun 2016.

(5) Pajak Pe_nghasilan' terlitang atas penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung
Pemerin_._tah pada Tahun Anggaran 2016.

(6) Besaran Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas
pehghasilan dari  penghapusan - piutang hegafa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan selisih
‘antara Pajak Penghasilan terutang dari Penghasilan Kena
Pajak yang memperhitungkan penghapusan piutang
negara derigan Pajak = Penghasilan terutang dari

| .Pengha_silari Kena Pajak yang :tid;ak memperhitungkan

penghapusan piutang negara.
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_ . Pasal 2

(1)) Untuk mendapatkan - Pajak Penghasilan ditanggung
Pemerintah, Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu
menyampaikan permohonan kepada Direktu_r Jenderal

~ Pajak paling lambat pada tanggal 22 Desembef 2016.

: (2). Permohonan ~sebagaimaﬁa dimaksud pada ayat (1)
diSampaikan .r.ne_l_alui Kantor Pelayanan Pajak dimana
Perusahaan Daerah AirlMinum Tertentu terdaftar dengan
menggunakan Surat Permohonan sesuai dengan contoh

| format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B

| yang merupakan 'bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(3) Surat Permohonan .sebagair_nana dimaksud pada ayat (2)

| dilampiri dengan: | - | '

' .a. 'fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan - Tahun Pajak 2015 dan/atau
pembetulannya; |

'b. Laporan Keuangan Tahun 2015; dan
¢c. Lembar Penghitungan Besaran Pajak Penghasilan
Ditanggung Pemerintah. | _

(4) Lembar Penghituﬁgan - Besaran Pajak Penghasilan
Ditanggung Pemerintah sebagair_héna dimaksud pada
ayat (3) huruf c adaléh sesuai dengan contoh format
sebagaimana tercantum- dalamLampiran huruf C yang
~merupakan .bagian; tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

' Pasal 3
(1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud
d-alarh PéSal 1 ayat (5) mérupakan-belanja subsidi Pajak
'Pe‘_nghasilan ditanggung Pemerintah  sebagaimana
‘dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan méngenai
Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas

Pajak Ditanggung Pemerintah.
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(2) Subsidi Pajak = Penghasilan ditanggung Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pagu
anggar.a'n sebagaimana ditetapkan dalam
.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang

- Ahggaran' "Pendapatan = dan Belanja Negara Tahun
Anggar;ah 2016 sebagaimana telah diubah dengan
'Un.c.iang-U'ndang Nombr '12 -.Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015
tehtaﬁg Anggaran Pendapatan dan Beleinja Negara Tahun

'Anggaran 20 16.

. Pasal 4
(1) Menteri- Keuangan sebagai 'Pengguna Anggaran Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan
Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan selaku
Kuasa Pengguna. Anggaran untuk melaksanakan
' pembayaran -subsidi Pajak Penghasilan ditanggung
- Pem_erintaﬁ-. | |
" (2) " Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan selaku
| Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan permohonan
se’_bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
' _m_emerinfahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sesuai
tugasnya masing-masing untuk:
a. membuat Surat Permintaan Pembayaran atas
| realisasi  belanja subsidi Pajak Penghasilan
ditanggung Pemerintah;
b. "membuat Surat Perintah Membayar; dan
c. menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada
Kantor .Pelayanan ~ Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, untuk
'--mendapatkan_ Surat - Perintah Pencairan Dana
shgbégai' pelaksanaan pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk subsidi Pajak

Penghasilan ditanggung Pemerintah.
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Pasal 5
Pelaporan - dan  pertanggungjawaban Pajak Penghasilan
ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan
piutang negara yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum
Tertentu dilaksanakan oleh Direktorat Potensi Kepatuhan dan
Penerimaan selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
afas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai
Peraturan Menteri Keuangan mengenai -~ Mekanisme
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung

Pemerintah.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak

tanggal 1 Januari 2016.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1943

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U, Kementerian

J

w

ARIF. BINTARTO YUWONO,
NIP-19710912199703100 l?d

www.jdih.kemenkeu.go.id



-0 -

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 195/PMK.010/2016

TENTANG )

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
* ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG

NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH

AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016

A. RINCIAN- DAFTAR IPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU YANG
MENDAPATKAN FASILITAS PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG
NEGARA NON POKOK YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN
LUAR NEGER]I, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING
PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITERIMA TAHUN 2015

PDAM
NO o Y
~ NAMA B P NPWP
I POAM Kota Gorontalo 01.493.360.0.822.000
7 [ PDAM Kabupaten s 01.470.76§.9.922.000
[ PDAM Kaiaﬁpa:en Pamekasan —T397 8365608000
4 PDAM Kabupaten Jember T 0L.133641.6-651.000
5 PDAM xabingten Cuacap ' "~ 01.491.303.2-522.000
5[ PDAM Kabupaten Madiun | —OTAT8A503621.000
7| FDAM Kabupaten B_o;onegbro s § 01.234.309.8-601.000 |

8 | PDAM Kabupaten ;;;m'w s "01.413.292.2-404.000
_ 5 PDAM Kota T 1 01.307.021.0-562.000
10 pmm_ Kota Tebing Tinggi | ~0T437.026 6-114.000
ITPOAM Kabuﬁmp Purwakarta —01.437.884.8-300.000
12 | PDAM Kabupaten Ka-_ré‘wa.ng "01.438.261.8-408.000
13 | PDAM Kabupaien m®gmng 01.460.302.1-904.000
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14

PDAM Kabupaten Bangkalan

- 01.535.175.2-644.000

1o

PDAM Kabupaten Purbalingga.

01.245.062.3-529.000

16

PDAM Kabupaten Magstan

- 01.454.,007,3-646.001

PDAM Kabupaten Ké.rangasem

01.413.299.7-904.000

18

PDAM Kabupaten Blora

01.558.003.8-514.000

14

PDAM Kabupaten Sukabumi

01.450.982.2-405.000

20

PDAM Kota Sibolga

01.135.214.3-126.000

21

PDAM Kota Sawahlunto

01.268.630.9-203.000

i

FDAM Kabupaten Gowa

01.412.769.0-807.000

25

PDAM Kota Solok

01.482.179.7.203.000

24

PDAM Kabupaten Mamuju

01.595.291.4-814.000

2D

PDAM Kabupaten Pasaman

01.488.006.6-202.000

26

PDAM Kabﬁpaten Sragen

01.515.341.4-528.000

01.266.966.9-202.000

27

PDAM Kota Padang Panjang

28

FDAM Kabupaten Mojckerto _

01,438.739.3-602.000

www.jdih.kemenkeu.gq.‘ﬂl X
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B. FORMAT SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor D (1)

Perihal : Permohonan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah
atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara sesuai
PMK Nomor XXX/PMK.XX /2016

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...... (2)
di......... 3) . ’ -

Sehubungan dengan Pasal X ayat (X). Peraturan Menteri Keuangan
Nomor XX/PMK.XX/2016 tanggal XX tentang Pajak penghasilan Ditanggung
Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima
Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2016, dengan ini :

Nama Wa_]lb Pajak PPN (4)

NPWP e eeereiieee(B)
Alamat A e e (6)

mengajukan permohonan . Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas
penghasilan dari penghapusan piutang negara sesuai PMK Nomor
XXX /PMK.XX/2016. : '

Untuk ke-lengkapan permohonah bersama ini kami lampiri :
1. SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015
2. Laporan Keuangan Tahun 2015
3. Kutipan elemen Laporan Keuangan Tahun 2015 sesuai lampiran XX PMK

Nomor XX/PMK XX/2016

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pengurus/Kuasa *),

Nama Jelas..........c........ (8)

" Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah.............. 9) '
2. Direktur Potensi; Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak

*) Coret yang tidak sesuai

/
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Diisi dengan nomor sufaf permohonan Wajib Pajak;

Diisi (_i_e'ngén nama Kéntor Pelayanan 'Pajak tempaf Wajib Pajak terdaftar;
Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
Diisi dengan nama Wajib Péjék; '

Diisi.d‘engan Nomor Pokok Wajib Pajak;

Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak;

Diisi.dengan nama kota, tanggal dan bulan surat; |

Diisi dengan. nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang
menandatangani surat permohoﬁan. Dalam hal yang menandatangani
surat adalah kuasa. Wajib | Pajak maka harus dilampiri surat kuasa

bermeterai,;

Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar.

- www.jdih.kemenkeu.g()tm dr
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C. FORMAT LEMBAR PERHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN
DITANGGUNG PEMERINTAH

LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN
DITANGGUNG PEMERINTAH

Nama Wajib Pajak S S5 E O O E SO DS (1)
NPWP OO OO O BB (2)
Tahun Pajak ; 2015
No. Uraian Ruapiah
I Fendapatan Usaha (3
I Eetan Usgaha ey
III | Lava {Rugi Usaha =
IV | Pendapatan dari Luar Usaha
a. Penghasilan Lain-lain {gselain dari Penghapusan Prutang &
Negaral S
b. Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara (7}
c. Beban Lain-lain &)
WV Jumlah Lata (Rugi) Bersih =)
VI | Koreksi Fiskal (10j
VII | Penghasilan Nete Figkal (11
VIII | Kempensasi Keragian (12
IX | Penghasilan Kena Pajak 113
X Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Penghapusan (14)
’ Pintang Negara
% Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari
! Penghapusan Pratang Negara 1154
: Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah [Selisih X -
XII 16
XTI} (16}
.......... ) e 2016 (17)
Pengurus/Kuasa *),
Nama Jelas .................. (18)
Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah.............. (19)

2. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak

*) Coret yang tidak sesuai

www.jdih.kemenkeu.go.j% j
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PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK
PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH

Diisi dengan nama Wajib Pajak;

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;

Diisi dengan Jumlah Penghasilan Bruto dari Usaha;

Diisi dengan Jumlah Beban Usaha;

Diisi dengan Jumlah Pengurangan (I) — (II);

Diisi dengan Jumlah Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan
Piutang Negara);

Diisi dengan Jumlah Penghasilan dari Penghapusan Piutang PDAM
Berdasarkan KMK 805/KMK.05/2015 tentang Penghapusan Secara Mutlak
Piutang Negara Non Pokok yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar
Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Atas
Nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo dan 27 (Dua
Puluh Tujuh) PDAM Penanggung Utang Lainnya;

Diisi dengan Jumlah Beban Lain-lain;

Diisi dengan Jumlah Laba (Rugi) Bersih (III) + (IV.a) + (IV.b) - (IV.c);

Diisi dengan Jumlah Koreksi Fiskal,;

Diisi dengan Jumlah Penghasilan Neto Fiskal (V) — (VI);

Diisi dengan Jumlah Kompensasi Kerugian;

Diisi dengan Jumlah Penghasilan Kena Pajak (VII) — (VIII);

Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari
Penghapusan Piutang Negara;

Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari
Penghapusan Piutang Negara;

Diisi dengan Jumlah Pengurangan (X) - (XI);

Diisi dengan nama kota, tanggal dan bulan surat;

www.jdih.kemenkeu.go.% ¥
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18.Diisi dengan = nama jélas

pengurus/kuasa

Wajib  Pajak yang

menandatangéni surat. Dalam hal yang menandatangani surat adalah

kuasa Wajib Pajak maka harus dilampirkan surat kuasa bermeterai,

19. Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
KepalarBagian T.U. Kementerian

ARIF, BINTARTO YUWONO'F
NIP-197409121997031001

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
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